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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil evaluasi penatausahaan keuangan pada Desa Oekmurak, 

Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malaka. Pengelolaan Keuangan Desa di Desa 

Oekmurak yang merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 

Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan khususnya Penatausahaan 

Keuangan Desa dapat disimpulkan bahwa : 

1. Tahapan Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Desa Oekmurak 

Tahapan – tahapan penatausahaan keuangan desa Oekmurak, 

Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malaka, yaitu : 

1) Untuk pencatatan penerimaan dan pengeluaran pada Desa Oekmurak 

yang dilakukan oleh kaur keuangan dengan melakukan pencatatan 

pada buku pembantu bank untuk penerimaan dan pengeluaran melalui 

rekening kas desa, buku pembantu pajak untuk pencatatan penerimaan 

potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak, dan buku pembantu 

panjar untuk pencatatan pemberian dan pertanggungjawaban uang 

panjar sudah sesuai dengan Permendagri No.20 tahun 2018. 

2) Pada tahapaan penyetoran, penerimaan yang berasal dari pemerintah 

pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota disetor 

langsung ke bank, untuk penyetoran dari pihak ketiga disetor melalui 

bank lain, lembaga keuangan dan kantor pos dan untuk penerimaan 

yang berasal dari pihak ketiga disetor oleh kaur keuangan pemerintah 

Desa Oekmurak. Untuk tahapan pengeluaran, pengeluaran atas beban 
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APBDes Desa Oekmurak dilakukan berdasarkan RAK desa (Rencana 

Anggaran Kas Desa) yang telah disetujui oleh kepala desa. 

Selanjutnya, untuk pengeluaran APBDes untuk kegiatan yang 

dilakukan secara swakelola dan kegiatan yang dilakukan melalui 

penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh kaur keuangan Desa Oekmurak 

atas dasar DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) dan SPP (Surat 

Permintaan Pembayaran) yang telah disetujui oleh Kepala Desa 

Oekmurak. Sedangkan, untuk pengeluaran atas beban APBDes untuk 

belanja pegawai dilakukan secara langsung oleh kaur keuangan, dan 

dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan. 

Untuk kuitansi pengeluaran ditandatangani oleh kaur keuangan dan 

kuitansi penerimaan ditandatangani oleh penerima dana. Dari 

pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa tahapan tersebut sudah 

sesuai dengan Permendagri No. 20 tahun 2018. 

3) Selanjutnya, kaur keuangan Desa Oekmurak wajib melaporkan buku 

kas umum yang ditutup setiap akhir bulan kepada Sekretaris Desa 

Oekmurak paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Kepala Desa 

menyusun gabungan antara laporan pelaksanaan APBDes dan laporan 

realisasi paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan. 

Kemudian, kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes 

semester pertama kepada Bupati / Wali kota melalui camat. Namun 

dalam proses pelaporannya mengalami keterlambatan, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pelaporan keuangan Desa Oekmurak belum sesuai 

dengan Permendagri No. 20 tahun 2018.  
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2. Faktor – faktor yang mendukung dan menghambat Penatausahaan dan 

Pelaporan Keuangan Desa Oekmurak. 

1. Faktor pendukung penatausahaan dan pelapran keuangan Desa 

Oekmurak diantaranya sebagian besar aparatur sudah dapat 

mengaplikasikan penggunaan perangkat teknologi informasi dan 

Pemerintah Desa Oekmurak yang selalu menerima saran dan 

masukkan dari masyarakat desa.  

2. Faktor yang menyebabkan terhambatnya proses penatausahaan dan 

pelaporan keuangan di desa Oekmurak yaitu walaupun aparatur di 

Desa Oekmurak dapat mengaplikasikan penggunaan perangkat 

teknologi informasi namun aparatur desa kesulitan dalam 

mengoperasikan Siskeudes dengan maksimal hal ini disebabkan 

kurangnya pemahaman yang baik, kurangnya pelatihan mengenai 

Siskeudes (Sistem Keuangan Desa), dan kurangnya fasilitas seran dan 

praserana di Desa Oekmurak. Selain itu adanya keterlambatan 

pencairan dana desa yang menyebabkan keterlambatan dalam 

pelaporan keuangan desa.  

6.2 Saran  

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan terhadap proses 

penatausahaan dan pelaporan keuangan desa pada Desa Oekmurak, maka 

peneliti memberikan saran sebagai berikut :  

1. Bagi Pemerintah Pusat melalui BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Dan 

Pembangunan) sebagai pencetus dari Aplikasi Siskeudes ini mengadakan 

pelatihan terkait Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) dengan baik 
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mengenai aplikasi ini. Pelatihan dapat dilakukan dalam tingkat kabupaten 

atau Provinsi dan secara berkala sehingga dapat memperoleh hasil 

maksimal. 

2. Bagi pemerintah Desa Oekmurak harus dapat dengan aktif menyampaikan 

kendala kendala berkaitan dengan penerapan Siskeudes (Sistem Keuangan 

Desa)  di Desa Oekmurak secara berjenjang dalam kegiatan-kegiatan di 

tingkat Kecamatan, Kabupaten maupun Provinsi sehingga dapat 

tersampaikan ke Pemerintah Pusat.  
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